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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

i\ioivlOR 4 TAfiUi\i 2014

TNNTANG

LEfuiBAGA KEfuIASYARAKATAN

DENGAN RSHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPKT| TABAI.IAN.

: a. bah.rra berdasarkan ketentuan Pasal 97 a'vat {1)
Peratlrran Penerintah Irlornor 72 Tahun 20O5 iennng
Desa, untuk membantu tugas-tugas Pemerintah Desa
:'7 :-t t:,uurr trrv^ upu^\urr rlrrLt q uqrqrrr iiivii,iii=i, i-iiiv iiiiiiii
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kemasyarakatan di desa;

b. bahwa oembentukan iembaga kemasvarakatan cii
desa tersebut dituangkan daiam suatu wadah yang
ri i s,ehr r t Lemha s"e Kem A s...'a ra ke f a n l)ese :

Menimbang

Mengingat

bahwa agar Lembaga Kemasyarakatan Desa i.ersebut
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berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,
fi €r1$$€fiij<kan per"il bar"igunan si /arjaya got,f, n g i-oJ ong
ciibiciang pengeioiaan sumber ciaya pembangunan
serta sumber dava alam secara terencana, teratur
<ian teruicur:

bah'nra berdasarkan r:ert_irnbangan sebagairnana
d!:::rl<:ur! dlls:n h--ruf c, h--:---f b :Jc:_. hun_:f c lell::
menetapkan Peraturan Daerah tentang Lernbaga
f,, ^.-- ^ ^-.^ -^1 - ^ + ^ --,r\LaltgltJv qI gG3 Lgai,

Pasai 18 ayat (6) Unciang-undang Dasar Repubiik
lnoonesia Tahun i9+5 ;

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tinekat ii ciaiam
Wilayah Daerah daerah Tingkat i Bali. Nusa
Ten os'.a re R.a r^.a t-rJa n Nr r s.a Ten gga r-a Ti rni r r- {I.ern ha r^.a n
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
t!(-r-r,!!(_r! a t_ra_r._, ,rJ
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2.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1125, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndone sia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1

Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O07
tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri itlo*o. 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 32);

: Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
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5.

6.

7.
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KEMASYARAKATAN.
TtrNTANG LEMBAGA



A

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dhlam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tabanan.
Bupati adalah Bupati Tabanan.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabanan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan me ngurlls kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat
desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
lndonesia,

B. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah Lembaga yang merllpakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Kepala Desa yang seianjutnya disebut Perbekel adalah
Pejabat yang dipilih oleh Penduduk desa secara langsung' dan disahkan serta dilantik oleh Bupati.

1O. Perangkat Desa adaiah pembantu Perbekel dalam
melaksanakan tugas dan kewaj ibannya.

1 1 . Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah
memberdayakan masyarakat.

Desa dalam

12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan
pembangunan.

13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses
perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi
kepent.ingan masyarakat di segala bidang.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama
Perbekel.



15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa
adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja
pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya,
yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adaiah
Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang
tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera,
maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta
kesadaran hukum dan lingkungan.

17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya
disingkat LPM adalah kmbaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa Dan Lurah dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan.

18. Karang Taruna adalah l,embaga Kemasyarakatan yang
merupakan wadah pengembangan generasi muda yang
tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa
tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas
adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha
kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan
dikembangkan oleh Departemen Sosial.

19. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik
yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah

. tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat

. atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu' dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di
dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan
berwenang untuk mengatur, mengurus dan
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang
berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan
hukum adat yang berlaku.

20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.



BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2
Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang
difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan
mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai
kemauan, kemampuan, rasa pengabdian dan
kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya kmbaga Kemasyarakatan Desa adaiah
untuk :

a. mempercepat tena'r.rjudnya kesejahtraan masyarakat
melalui p6ningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran
serta masyarakat; dan

b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan
desa.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah
untuk:

a. mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di
desa; dan

b. meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB IV
KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah
merllpakan mitra yang membantu pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat.

(3)



Pasal 6

Ttrgas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

a. men''usun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, rnemanfaatkan,

memelihara dan mengembangkan pembangunan secara
nqrti sina tif'

c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-
royong, dan swadaya masyarakat; dan

d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat
dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

a. perrampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
dalam pembangunan;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan
kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. penihgkatan kualitas dan percepatan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat;

d. peny'usunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian
dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara
-^ -.: ^: -^ +:t
Pilr LrsrPi1'Lrr,

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa,
partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;

f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
dan

g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :

a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan;
c. mengembangkan kemitraan / kerjasama yang saling

menguntungkan, saling percaya dan.saling mengerti;
d. memberdayakan masyarakat; dan
e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan

dan kondjsi masyarakat setempat.

Pasal 9

I-embaga Kemasyarakatan da-lam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
dibantu Kader Pemberdavaan Masvarakat.



b.

BAB V
JENIS

Pasal 1O

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {1} terdiri dari :

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
Tim Penggerak Pemberday aan dan Kesejahtraan Keluarga
{TP PKK) Desa;

c. Lembaga Adat;
d. Karang TarLrna; dan
e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 huruf a mempunyai
tugas menFrsun rencana pembangunan secara partisipatif,
menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
dalam pembangunan;

b, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan
'' kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh

Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kwalitas dan p€rcepatan pelayanan

pemerintah kepada masyarakal;
d. pen]'usunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan

pengembangan hasil - hasil pembangunan secara
na rti einati f'

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa,
partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
dan

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi
sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 13

{1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b mempunyai tugas membantu
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga'

(2) Tr-rgas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat {l 1 meliPuti :



menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan
hasil Rakerda Kabupaten;
melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang
disepakati;
menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok
PKK Banjar Dinas dan dasa wisma agar dapat
mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun
dan disepakati;
menggaii, menggerakkan dan mengembangkan
potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-
keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan
motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai
pelaksanaan program kerja;
berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi
yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di
desa;
membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim
Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan
kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK
setempat;
inelaksanakan tertib administrasi; dan
mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan
Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 14

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas
iebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:
a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar

rnau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina

dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 15

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c mempunyai tugas untuk membina dan
melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan
antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 16

l,embaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

a.

L-' ,

c.

d.

e.

f.

g
D'

Lrt.

i.
j.



b.

c.

penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi
masyarakat kepada Pemerintah Desa serta
menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum
adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan
masyarakat;
pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam
rangka memperkaya budaya masyarakat serta
memberdayakan masyarakat dalam menunjang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis
serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua
adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa.

Pasal 17

Karang Taruna sebagaimara dimaksud dalam Pasal 1O

huruf d mempunyai tugas menangguiangi berbagai
masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi
generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif,
maupun pengembangan potensi generasi muda di
l:- -l-..'.-^-^..^rrr rtsrl Lr r rSar rr rJ a.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakal tugas sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 17 mempunyai fungsi:

a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi

masyarakat;
c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama

generasi muda di lingkungannya secara komprehensif,
terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

d. penyelenggara kegiatan pe ngembangan j iwa
kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan
kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

f. penumbuhan dan pengembangan semangat
kebersamaan, j.iwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial
dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik lndonesia;

g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat
mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat
rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan
kegiatan praktis iainnya dengan mendayagunakan
segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di
lingkungannya secara swadaya;

h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi
sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;



//*'

j.

l.

penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama,
informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor
lainnya;
penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan
sosial yang aktual;
pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan
kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)
bagi remaja; dan

l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara
preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan
kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang
(narkoba) bagi remaja.

Pasal 19

kmbaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yang diakui oleh
masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 2O

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
memenuhi persyaratan :

warga negara Republik Indonesia;
penduduk setempat;
mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
dan
dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasai 21

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris:
c. Bendahara; dan
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dima-ksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan
pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan
rnerupakan anggota salah satu partai politik.

Masa bhakti pengurus Lem baga Kemasyarakatan di
desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode
berikutnya.

Desa harus

1-

'9.
:

.l

t1)

{2\

(3)



BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

(1) 'lbta Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan
pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan
koordinatif.

(2) Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan
kmbaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat

.. koordinatif dan konsultatif.
(3) Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan

pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 23

Hubungan Kerja lrmbaga Kemasyarakatan Desa
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi pelaksanaan program dengan Pemerintahan
Desa, Pemerintah Kabupaten, instansi pemerintah
lainnya dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
sesuai bidang tugas masing-rnasing.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 24

Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat
diperoleh dari:

a. swadaya masyarakat;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

danfatau anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi;

d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten ; dan

e. bantuan lain yang sah dan lidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang membidangi
desa dan camat wajib membina dan mengawasi Lembaga
Kemasyarakatan.

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasal Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :



a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan
pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

b. memberikan pedoman pen)'Ltsunan perencanaan
pembangunan partisipatif;

c. menetapkan bantuan pembiayaan aiokasi dana untuk
pembinaan dan pengembangan lrmbaga
Kemasyarakatan;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi
pelaksanaan serta pemberdayaan lrmbaga
Kemasyarakatan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

f. rnenyeienggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
Lembaga Kemasyarakatan;dan

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang
clilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan camat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 meliputi :

a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang
berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban
. LembagaKemasyarakatan;
c. memfasilitasi pen)rusunan perencanaan pembangunan
: partisipatif;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga

Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga
Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan
kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan

g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan daiam
pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Lembaga Kemasyarakatan di desa yairg telah ada , tetap
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
terbentuknya lembaga Kemasyarakatan berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah ini



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan peningkatan pelayanan

masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan'
pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan

mengeribangkan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat di desa, maka peran serta Lembaga Kemasyarakatan perlu

lebih dipertegas, berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewajiban dari
masing - masing Lembaga Kemasyarakatan di desa agar berkontribusi
efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif,
prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,

, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidarg pengelolaan

sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana,

teratur dan terukur.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasai 6

Cukup jelas



Pasal 7

Cukup jeias

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal i 0

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas



Pasal 22

Cukup jelas

Pasai 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
,

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jeias

Pasai 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas
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